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ABSTRAK

Konsep delik pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya
terkait pergeseran dari delik formil menuju delik materiel berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Hal tersebut
membuat di beberapa putusan pada kasus Tindak pidana korupsi masth
memaksakan menggunakan delik formil sebagai unsur perbuatan melawan
hukum. Penelitian ini juga membahas mengenai permasalahan hukum terkait
dengan pengembalian kerugian negara, baik sebelum maupun setelah proses
penyelidikan dan penyidikan dilakukan, serta bagaimana hal tersebut
memengaruhi pertanggungjawaban pidana pejabat publik. Metode penelitian
yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan,
konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data primer berupa Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan pengadilan
terkait. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep delik pidana di
Indonesia dengan sistem hukum di negara lain, seperti di China, yang
memiliki proses cara pemidanaan berupa pengelompokan kerugian negara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan Delik atau
perumusan tindak pidana pada Undang-undang membuat adanya
permasalahan baru/celah bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian
ini merekomendasikan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang
lebih terstruktur, dengan mempertimbangkan nilai kerugian negara sebagai
dasar utama dalam menentukan hukuman, serta pengelompokan Pidana
denda sebagai pidana tambahan bukan sebagai pidana pokok

Kata Kunci: Delik Formil, Delik Materiel, Kerugian Negara, Tindak
Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi.
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ABSTRACT

The concept of criminal offenses in corruption crimes in Indonesia,
particularly concerning the shift from Jormal offenses to material offenses
based on the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-X1V/2016,
remains a critical issue. This shifi has led to certain court rulings in
corruption cases conlinuing to enforce formal offenses as elements of
unlawful acts. This study also addresses legal issues related to the recovery
of state losses, both before and afier the investigation and inquiry processes,
and examines how these aspects influence the criminal liability of public
officials. The research methodology employs statutory, conceptual, and case
approaches. Primary data sources include Law Number 31 of 1999 in
conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption
Crimes, as well as relevant court decisions. The analysis compares the
concept of criminal offenses in Indonesia with legal systems in other
countries, such as China, which categorizes state loss recovery processes as
part of its criminal prosecution system. The findings indicate that changes to
the formulation of criminal offenses in the laws have created new challenges
and loopholes for corruption offenders. This study recommends a more
structured regulation for combating corruption, emphasizing state loss as the
primary basis for determining penalties and advocating for the classification
of fines as supplementary penalties rather than primary sanctions.

Keywords: Formal Offenses, Material Offenses, State Losses, Corruption.
Crimes, Constitutional Court Decision.
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